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PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan di
rumah sakit. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat digunakan secara
tepat, aman, dan efisien oleh pasien. Di Indonesia, pelayanan kefarmasian diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Aturan ini menekankan perubahan
peran pelayanan kefarmasian, yang tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan obat, tetapi
juga pada pelayanan klinik yang berorientasi pada keberhasilan terapi dan keselamatan
pasien (1). (Permenkes No. 72 tahun 2016), pasal 4 menyatakan:
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“Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh:
a). ketersediaan sumber daya kefarmasian,
b). pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien,
¢). dan standar prosedur operasional. Sumber daya kefarmasian meliputi:
a. sumber daya manusia; dan
b. sarana dan peralatan. Pengorganisasian harus menggambarkan uraian tugas,
fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar
Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit. Standar
prosedur operasional ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
“Pengelolaan perbekalan farmasi adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan,
dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi
yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan” (KMK No.1197 tahun 2004 tentang Standar
pelayanan farmasi di rumah sakit) (2). “Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai meliputi: pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian,
dan administrasi” (Permenkes No. 72 tahun 2016 pasal 3 ayat 2).

Data menunjukkan bahwa keselamatan pasien telah menjadi masalah global yang
serius, karena kesalahan medis merupakan salah satu penyebab utama kematian dan
cedera yang sebenarnya dapat dicegah. Di Indonesia, insiden keselamatan pasien
menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, ditandai dengan peningkatan
jumlah laporan yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir hingga mencapai ribuan
kasus secara nasional. Dalam bidang kefarmasian, medication error (ME) menjadi jenis
insiden yang paling sering terjadi. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahapan,
mulai dari peresepan, penyalinan resep, penyiapan obat, hingga pemberian obat kepada
pasien (3). Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien, kesalahan dalam
pemberian obat menduduki peringkat pertama (24.8%) dari 10 besar insiden yang
dilaporkan. Jika disimak lebih lanjut, dalam proses penggunaan obat yang meliputi
prescribing, transcribing, dispensing dan administering, dispensing menduduki peringkat
pertama (4).

Selain risiko klinis, rumah sakit di Indonesia juga menghadapi risiko operasional
dan keuangan yang cukup besar dalam pengelolaan logistik farmasi. Efisiensi dalam
pengelolaan obat sangat penting, karena ketidakefisienan dapat berdampak negatif
terhadap mutu rumah sakit, baik dari segi keselamatan pasien maupun aspek keuangan.
Pengendalian persediaan obat tidak dapat disamakan dengan meminimalkan persediaan,
karena tujuan dari pengendalian untuk membuat persediaan bernilai efektif (5). Namun,
kondisi di lapangan sering menunjukkan adanya ketidakefisienan, seperti tingginya jumlah
obat yang tidak terpakai (stok mati) dan banyaknya obat yang kedaluwarsa melebihi batas
standar yang ditetapkan (6).

Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan turut mendorong
transformasi sistem pelayanan farmasi dari sistem manual berbasis resep tulisan tangan
menuju sistem informasi farmasi terintegrasi, termasuk electronic prescribing (e-
prescribing) dan sistem manajemen stok digital. Transisi ini secara teoritis mampu
menurunkan risiko kesalahan akibat tulisan tidak terbaca, duplikasi terapi, serta
ketidaksesuaian dosis melalui dukungan Clinical Decision Support System (CDSS).
Namun demikian, digitalisasi juga memunculkan jenis risiko baru yang sebelumnya tidak
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dominan pada sistem manual, seperti kesalahan input data (data entry error), kegagalan
sistem (system failure), gangguan jaringan, serta ketidaksesuaian integrasi antar modul
sistem informasi rumah sakit. Selain itu, celah desain antarmuka (user interface) yang
kurang ramah pengguna dapat meningkatkan risiko human—computer interaction error,
yang berpotensi menggeser titik terjadinya medication error dari tahap prescribing manual
ke tahap input elektronik dan dispensing berbasis sistem. Dengan demikian, transformasi
digital tidak menghilangkan risiko, melainkan mengubah karakteristik dan sumber risiko
yang memerlukan pendekatan manajemen yang adaptif dan berbasis teknologi.

Manajemen risiko yang menyeluruh, sesuai dengan ketentuan dalam regulasi
nasional, mengharuskan setiap instalasi farmasi untuk melakukan proses identifikasi,
analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara terencana dan sistematis (7). Secara
keseluruhan, tantangan utama dalam dekade terakhir adalah bagaimana
menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi pelayanan dengan keharusan menjaga standar
keselamatan yang tinggi. Dinamika sistem jaminan kesehatan nasional dan tuntutan
akreditasi rumah sakit mendorong perlunya transparansi data insiden dan keterbukaan
dalam pelaporan kesalahan. Tanpa adanya budaya keselamatan yang kuat, segala upaya
teknis dalam pengelolaan risiko akan menghadapi hambatan struktural yang sulit
ditembus. Studi ini berupaya menyatukan fragmen-fragmen data sekunder dari berbagai
penelitian di Indonesia untuk memberikan gambaran holistik mengenai risiko pelayanan
farmasi dan bagaimana strategi pengelolaannya dapat dioptimalkan di masa depan.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah tingginya prevalensi
insiden keselamatan pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat, yang meskipun telah
diatur dalam standar nasional, tetap menunjukkan angka kejadian yang signifikan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dimensi risiko
tersebut secara menyeluruh, mencakup aspek klinis, operasional, dan manajerial yang
saling terkait dalam ekosistem rumah sakit.

LANDASAN TEORI
Konsep Risiko Klinis dan Medication Error

Risiko klinis dalam pelayanan farmasi paling sering muncul dalam bentuk
medication error (ME), yaitu kesalahan dalam proses pengobatan yang dapat menyebabkan
atau berpotensi menimbulkan bahaya bagi pasien (8). Secara umum, medication error dibagi
ke dalam empat tahapan utama. Tahap pertama adalah prescribing error, yaitu kesalahan
dalam penulisan resep oleh dokter. Tahap kedua adalah transcribing error, yaitu kesalahan
saat membaca atau menyalin resep oleh tenaga farmasi. Tahap ketiga adalah dispensing
error, yaitu kesalahan dalam menyiapkan atau menyerahkan obat kepada pasien. Tahap
terakhir adalah administration error, yaitu kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien
oleh perawat (9). Sedangkan faktor penyebab yang berhubungan dengan sistem informasi
komputer antara lain kesulitan tahapan untuk memproses resep dan celah sistem komputer
yang memungkinkan terjadinya human error (10).
Manajemen Risiko Mutu dan ISO 31000

Pengelolaan risiko mutu dalam industri dan pelayanan farmasi sering mengacu
pada standar internasional seperti ISO 31000 atau kerangka kerja Quality Risk
Management (QRM). Prinsip utama QRM adalah memastikan bahwa evaluasi risiko
didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan pada akhirnya dikaitkan dengan perlindungan
pasien (11). Metode seperti Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) sering digunakan
dalam setting rumah sakit untuk memetakan setiap langkah dalam proses pelayanan
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farmasi, mengidentifikasi kemungkinan kegagalan (12). Dengan pendekatan ini,
pengelolaan risiko bergeser dari reaktif (menunggu insiden terjadi) menjadi proaktif
(mencegah sebelum terjadi).

Manajemen Risiko Farmasi dalam Perspektif Standar Akreditasi KARS dan JCI

Selain mengacu pada kerangka teoretis seperti ISO 31000 dan Quality Risk
Management (QRM), implementasi manajemen risiko pelayanan farmasi di rumah sakit
Indonesia juga harus selaras dengan standar akreditasi nasional dan internasional, yaitu
standar yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) serta standar dari
Joint Commission International (JCI). Kedua lembaga ini menempatkan keselamatan
pasien dan manajemen risiko sebagai komponen inti dalam sistem tata kelola rumah sakit.

Dalam standar KARS, manajemen risiko farmasi terintegrasi dalam kelompok
standar Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO) serta Sasaran Keselamatan Pasien
(SKP). Instalasi farmasi diwajibkan memiliki sistem seleksi, pengadaan, penyimpanan,
peresepan, penyiapan, dan pemberian obat yang terdokumentasi serta berbasis
pengendalian risiko. Identifikasi obat high-alert, pengelolaan obat LASA (Look-Alike
Sound-Alike), serta penerapan sistem double-check merupakan bentuk implementasi
konkret dari prinsip manajemen risiko dalam standar tersebut. Dengan demikian,
manajemen risiko tidak hanya bersifat konseptual, tetapi menjadi elemen audit yang
dinilai secara langsung dalam proses akreditasi rumah sakit.

Sementara itu, standar JCI menekankan pendekatan sistemik terhadap medication
safety melalui elemen Medication Management and Use (MMU). JCI mensyaratkan
adanya proses rekonsiliasi obat, pelaporan insiden berbasis non-punitive, penggunaan
teknologi seperti computerized physician order entry (CPOE), serta monitoring
berkelanjutan terhadap medication error. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proactive
risk management, di mana rumah sakit tidak hanya merespons insiden, tetapi melakukan
analisis akar masalah (root cause analysis) dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Integrasi manajemen risiko farmasi dengan standar KARS dan JCI
memperlihatkan bahwa pengendalian risiko bukan sekadar kewajiban administratif,
melainkan bagian dari tata kelola klinis (clinical governance) yang menentukan mutu dan
keberlanjutan layanan rumah sakit. Oleh karena itu, efektivitas manajemen risiko farmasi
dapat diukur tidak hanya dari penurunan angka medication error, tetapi juga dari tingkat
kepatuhan terhadap elemen standar akreditasi yang berlaku.

Indikator Efisiensi Logistik Farmasi

Risiko operasional dalam pelayanan farmasi sangat berkaitan dengan efisiensi
pengelolaan rantai pasok obat. Secara teoritis, kualitas manajemen persediaan dapat
dinilai melalui beberapa indikator utama. Turnover Ratio (TOR) digunakan untuk
mengukur seberapa cepat perputaran stok obat (13). Persentase stok mati (dead stock)
menunjukkan jumlah obat yang tidak bergerak atau tidak terpakai dalam jangka waktu
tertentu. Selain itu, persentase obat kedaluwarsa atau rusak digunakan untuk menilai
efektivitas pengendalian masa simpan obat (6). Berdasarkan standar indikator yang banyak
mengacu pada kriteria Pudjaningsih, stok mati idealnya berada pada angka 0%, sedangkan
persentase obat kedaluwarsa seharusnya kurang dari 2% agar kondisi keuangan rumah
sakit tetap sehat dan ketersediaan obat bagi pasien terjamin. Apabila hasil pengukuran
menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar tersebut, hal ini mengindikasikan adanya
risiko dalam manajemen persediaan yang berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan
farmasi kepada pasien.
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Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan

Teori keselamatan pasien menekankan pentingnya lingkungan kerja yang terbuka
dan mendukung pelaporan insiden tanpa rasa takut. Enam Sasaran Keselamatan Pasien
(SKP) menjadi pedoman utama dalam upaya peningkatan keselamatan pasien, di mana
instalasi farmasi memiliki peran penting, terutama dalam memastikan identifikasi pasien
yang benar, keamanan penggunaan obat AZigh-alert, serta ketepatan lokasi dan prosedur
pelayanan (14). Selain itu, prinsip “7 Benar” yang meliputi pasien, obat, dosis, waktu, cara,
dokumentasi, dan informasi menjadi dasar dalam proses pemberian obat yang aman (15).
Keberhasilan penerapan prinsip keselamatan pasien di lapangan sangat bergantung pada
budaya keselamatan di dalam organisasi. Budaya yang bersifat menghukum (punitive
culture) cenderung menghambat tenaga kesehatan untuk melaporkan kesalahan,
sedangkan penerapan just culture atau budaya adil akan mendorong staf untuk melaporkan
insiden sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem dan peningkatan mutu pelayanan
secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi literatur atau
tinjauan pustaka (/iterature review) deskriptif yang mendalam. Fokus utama dari metode in1
adalah mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis data sekunder dari penelitian-
penelitian terdahulu yang relevan dengan topik identifikasi dan pengelolaan risiko
pelayanan farmasi di rumah sakit Indonesia.

Untuk menjamin validitas dan relevansi temuan, penelitian in1 menerapkan kriteria
inklusi dan eksklusi dalam proses seleksi literatur. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel
ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional yang telah
melalui proses peer-review; (2) penelitian yang membahas secara langsung topik
medication error, manajemen risiko farmasi, keselamatan pasien, sistem informasi
farmasi, atau pengelolaan logistik obat di rumah sakit; (3) studi yang dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta;
(4) artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan
relevansi dengan perkembangan sistem pelayanan dan digitalisasi farmasi; serta (5) artikel
yang menyediakan data empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang memungkinkan
dilakukan analisis deskriptif secara komprehensif.

Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak memiliki kejelasan
metodologi penelitian; (2) publikasi berupa opini, editorial, atau artikel non-ilmiah tanpa
data pendukung; (3) penelitian yang dilakukan di luar konteks rumah sakit, seperti
puskesmas atau apotek komunitas, kecuali apabila digunakan sebagai pembanding
konseptual; (4) artikel yang tidak tersedia dalam teks lengkap (full text); serta (5) studi yang
memiliki duplikasi data atau membahas topik yang tidak secara spesifik berkaitan dengan
risiko pelayanan farmasi.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan abstrak,
evaluasi kelayakan isi penuh, dan sintesis akhir. Pendekatan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa sumber data yang digunakan memiliki kredibilitas akademik, relevansi
kontekstual, serta kontribusi substansial terhadap pemahaman mengenai identifikasi dan
pengelolaan risiko pelayanan farmasi di rumah sakit Indonesia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Statistik dan Prevalensi Medication Error (ME)

Data yang diperoleh dari berbagai rumah sakit menunjukkan bahwa medication error
(ME) merupakan risiko klinis yang paling sering dan terus berulang dalam pelayanan
farmasi. Tingkat kejadian ME bervariasi antar rumah sakit, yang dipengaruhi oleh
perbedaan metode penelitian, karakteristik pasien, serta sistem pelayanan yang diterapkan.
Penelitian di RS dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menunjukkan prevalensi ME sebesar
9,5%, dengan kesalahan paling banyak terjadi pada tahap peresepan, yaitu mencapai
88,24% (16). Sementara itu, studi di rumah sakit pendidikan dengan fokus pelayanan
geriatri menemukan prevalensi ME yang lebih tinggi, yaitu sebesar 20,4%, di mana
kesalahan paling sering terjadi pada tahap pemberian obat atau administrasi sebesar 59%
17).

Temuan yang lebih mengkhawatirkan dilaporkan pada penelitian di salah satu
rumah sakit pemerintah di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh resep
yang dianalisis mengalami kesalahan, yaitu sebesar 98,69% atau 226 dari 229 resep (18).
Kondisi serupa juga ditemukan di RS Karitas pada Februari 2021, di mana dari 400 resep
yang diteliti, sebanyak 92% tidak disertai paraf dokter sebagai salah satu bentuk
ketidaksesuaian administrasi resep. Selain itu, penelitian di RS X Jakarta Utara pada tahun
2020 mencatat sebanyak 37 kejadian medication error, dengan kesalahan paling banyak
terjadi pada tahap penyiapan dan penyerahan obat (dispensing) sebesar 62,16% (4).

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa medication error masih menjadi
masalah serius dan konsisten dalam pelayanan farmasi rumah sakit. Pola kesalahan yang
muncul pada berbagai tahapan proses pengobatan mengindikasikan adanya kelemahan
sistemik yang memerlukan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan
berkelanjutan.

2. Rekapitulasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Nasional

Peningkatan jumlah laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Indonesia
mencerminkan dinamika manajemen risiko kesehatan secara nasional. Data menunjukkan
adanya lonjakan laporan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Pada
tahun 2015 tercatat 289 laporan, yang sebagian besar merupakan Kejadian Nyaris Cedera
(KNCQC). Jumlah in1 meningkat menjadi 668 laporan pada tahun 2016, yang menunjukkan
mulai tumbuhnya kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya pelaporan insiden.
Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2017 dengan 1.647 laporan, di mana kesalahan
medikasi mulai menempati posisi tiga besar jenis insiden yang dilaporkan.

Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2019 dengan total 7.465 laporan IKP secara
nasional. Dari jumlah tersebut, 38% merupakan Kejadian Nyaris Cedera (KINC), 31%
Kejadian Tidak Cedera (KTC), dan 31% Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). Meskipun
sebagian besar insiden tidak menimbulkan cedera pada pasien, dampak klinis yang serius
tetap ditemukan. Data tahun 2019 mencatat adanya 171 kasus kematian, 80 kasus cedera
berat, dan 372 kasus cedera sedang akibat insiden keselamatan pasien (19).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan telah mengalami
perkembangan positif, risiko klinis yang berdampak fatal masih terjadi. Kondisi tersebut
menjadi peringatan penting bagi pengelola pelayanan farmasi untuk memperkuat upaya
mitigasi risiko, khususnya dalam pengelolaan obat-obat berisiko tinggi (high-alert
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medication), guna mencegah terulangnya insiden yang dapat membahayakan keselamatan
pasien.

3. Risiko Operasional: Indikator Efisiensi Logistik Farmasi

Risiko operasional dalam pelayanan farmasi sering kali tidak terlihat secara
langsung, tetapi muncul dalam bentuk kerugian finansial dan terganggunya ketersediaan
obat bagi pasien. Berbagai studi di sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan adanya
inefisiensi dalam pengelolaan persediaan obat apabila dibandingkan dengan standar
indikator yang telah ditetapkan. Secara umum, persentase stok mati (dead stock) yang
ditemukan idealnya adalah 0%.

Temuan lebih rinci terlihat pada studi di RS X Sangatta yang mencatat angka stok
mati sebesar 9,03% (20). Kondisi ini menunjukkan adanya dana operasional rumah sakit
yang tertahan pada item obat yang tidak mengalami pergerakan selama minimal tiga
bulan. Sementara itu, penelitian di wilayah Pontianak melaporkan persentase obat
kedaluwarsa yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 15,4% hingga 16,7% (21). Angka
tersebut mengindikasikan adanya risiko besar pada tahap perencanaan kebutuhan obat,
khususnya dalam hal penentuan jumlah dan jenis obat yang tidak sepenuhnya sesuai
dengan pola kebutuhan pelayanan klinis.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa risiko operasional farmasi tidak
hanya berdampak pada aspek keuangan rumah sakit, tetapi juga berpotensi mengganggu
kontinuitas pelayanan dan keselamatan pasien apabila tidak dikelola melalui sistem
perencanaan dan pengendalian persediaan yang lebih efektif dan responsif.

4. Faktor Penyebab dan Hambatan Manajemen Risiko

Analisis kualitatif dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa risiko dalam pelayanan
farmasi umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor manusia dan faktor
sistem. Dari sisi individu atau sumber daya manusia, risiko sering muncul akibat
kurangnya pengetahuan, kelelahan dan stres kerja, serta keterbatasan pengalaman tenaga
kefarmasian. Kondisi ini semakin diperberat oleh tuntutan pekerjaan yang tinggi dan
kompleksitas pelayanan yang harus dijalankan setiap hari.

Dari sisi sistem dan organisasi, beban kerja yang berlebihan, kurangnya supervisi
yang efektif, serta belum tersedianya sistem pendukung seperti electronic prescribing (e-
prescribing) menjadi faktor dominan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya
kesalahan (22). Selain itu, lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti adanya
gangguan atau distraksi, pencahayaan yang tidak memadai, dan tingkat kebisingan yang
tinggi, turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko dalam proses pelayanan farmasi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah hambatan dalam pelaporan insiden
keselamatan pasien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan enggan
melaporkan insiden karena takut disalahkan atau dikenai sanksi. Padahal, secara umum
motivasi intrinsik tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tergolong tinggi, yaitu
mencapai 92,8% (23). Fakta in1t menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak
pada kemauan individu, melainkan pada sistem pelaporan yang belum ramah pengguna
serta adanya kekhawatiran terhadap pembalasan atau hukuman. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan manajemen risiko yang lebih inklusif dan berorientasi pada
perbaikan sistem agar budaya keselamatan pasien dapat berkembang secara optimal.
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Tabel 1. Klasifikasi Risiko Pelayanan Farmansi Berdasarkan Dampak

Kategori

Risiko Jenis Risiko Temuan Data Dampak Utama

88,24% di RS Klaten;
Risiko Klinis Prescribing error 98,69% resep bermasalah
di RS Yogyakarta

Potensi cedera pasien,
terapi tidak optimal

Kesalahan pemberian
obat langsung ke pasien

Salah obat/dosis
sebelum diberikan

Administration error 59% pada studi geriatri

Dispensing error 62,16% di RS Jakarta Utara

Tidak ada para Risiko kesalahan

f92% resep di RS Karitas

dokter administrasi & legal
Insiden . 7.465 laporan (2019); 171 Cedera sedang—berat
Kesclamatan Pasien kematian hingga kematian
(IKP) &8
Risiko . Dead stock 9,03% di RS X Sangatta ]'I)ana. . tertahan,
Operasional inefisiensi anggaran
Kerugian finansial,
Obat kedaluwarsa  15,4-16,7% di Pontianak  potensi kekosongan
obat
Perencanaan tidak Tidak berbasis pola klinis Gangguan kontinuitas
akurat pelayanan

Keterbatasan SDM Rasio tenaga tidak Meningkatkan  risiko
& beban kerja seimbang dispensing error

Pembahasan
Kesenjangan antara Sistem Manual dan Digital

Dominasi kesalahan pada fase peresepan (prescribing error) yang mencapai angka
fantastis 88,24% di RS Klaten dan 98,69% di Yogyakarta menegaskan kegagalan sistemik
resep tulisan tangan (16). Kesalahan seperti tidak mencantumkan berat badan pasien
(62,87%) atau riwayat alergi yang tidak diketahui merupakan risiko fatal yang sebenarnya
dapat dimitigasi secara otomatis melalui sistem peresepan elektronik (e-prescribing)
(10). Kehadiran teknologi digital memungkinkan adanya Clinical Decision Support
System (CDSS) yang memberikan peringatan jika terdapat interaksi obat atau dosis yang
tidak tepat. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi bukan tanpa
risiko; pada rumah sakit yang sudah menggunakan sistem elektronik, titik risiko bergeser
ke fase dispensing dan transcribing akibat human error dalam menginput data ke dalam
sistem.

Kerentanan Fase Dispensing dan Bahaya LASA

Fase dispensing teridentifikasi sebagai sumber risiko terbesar kedua, terutama yang
berkaitan dengan obat-obatan LASA (Look-Alike Sound-Alike). Temuan di RS Jakarta Utara
menunjukkan bahwa 62,16% kesalahan terjadi di depo farmasi, di mana "salah pilih obat"
menjadi jenis insiden yang paling umum karena kemiripan kemasan (4). Meskipun
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regulasi PMK 72/2016 sudah mewajibkan pemisahan penyimpanan obat /igh-alert dan
penggunaan stiker LASA, angka kesalahan yang tetap tinggi menunjukkan perlunya
verifikasi ganda (double check) yang lebih ketat. Inefisiensi dalam penulisan etiket 80% tidak
lengkap di satu studi juga menambah risiko salah penggunaan obat oleh pasien setelah
mereka meninggalkan rumah sakit (3).

Keterbatasan Rasio Apoteker—-Pasien dan Dampaknya terhadap Dispensing Error

Salah satu faktor struktural yang sering luput dari perhatian dalam analisis
medication error adalah ketidakseimbangan rasio antara jumlah apoteker dengan beban
pasien yang dilayani. Dalam praktik di banyak rumah sakit, jumlah apoteker dan tenaga
teknis kefarmasian tidak sebanding dengan volume resep harian, terutama pada rumah
sakit tipe B dan C dengan kunjungan pasien rawat jalan yang tinggi. Ketidakseimbangan
ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan (work overload), memperpendek waktu
verifikasi resep, serta mengurangi peluang dilakukannya double-check secara optimal pada
fase dispensing.

Secara langsung, rasio apoteker—pasien yang tidak proporsional berdampak pada
meningkatnya risiko kesalahan teknis seperti salah pilih obat, salah dosis, kesalahan etiket,
maupun kelalaian dalam melakukan klarifikasi resep yang tidak lengkap. Dalam kondisi
tekanan waktu, tenaga kefarmasian cenderung mengandalkan kebiasaan atau pengenalan
visual cepat terhadap kemasan obat, yang meningkatkan risiko kesalahan pada obat-obat
LASA (Look-Alike Sound-Alike). Selain itu, kelelahan fisik dan mental akibat shift
panjang serta tingginya antrean pasien turut menurunkan tingkat konsentrasi, yang secara
empiris berkorelasi dengan peningkatan dispensing error.

Keterbatasan rasio tenaga juga berdampak pada minimnya keterlibatan apoteker
dalam pelayanan farmasi klinik. Ketika sebagian besar waktu terserap untuk pekerjaan
teknis distribusi obat, fungsi klinis seperti rekonsiliasi obat, pemantauan terapi obat (PTO),
dan edukasi pasien menjadi terabaikan. Akibatnya, sistem pertahanan berlapis (multiple
layer defense) dalam model keselamatan pasien menjadi melemah, karena tidak terdapat
verifikasi klinis yang memadai sebelum obat diterima pasien.

Dari perspektif manajemen risiko, masalah rasio tenaga bukan hanya isu sumber
daya manusia, tetapi merupakan risiko sistemik yang memengaruhi probabilitas terjadinya
kesalahan pada tahap paling kritis sebelum obat sampai ke pasien. Oleh karena itu,
perbaikan rasio apoteker—pasien, redistribusi beban kerja berbasis data kunjungan, serta
pemanfaatan teknologi seperti automated dispensing system dan barcode verification
menjadi strategi penting dalam menurunkan risiko dispensing error secara berkelanjutan.

Inefisiensi Logistik dan Dampak Finansial

Tingginya angka stok mati (hingga 9,03%) dan obat kedaluwarsa (hingga 16,7%)
mencerminkan risiko manajemen rantai pasok yang serius. Fenomena ini seringkali dipicu
oleh perencanaan yang tidak berbasis data rill atau pola peresepan dokter yang berubah
secara tiba-tiba tanpa komunikasi dengan instalasi farmasi (20). Secara finansial,
penumpukan stok mati berarti pengalokasian dana yang tidak produktif, yang seharusnya
dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana farmasi atau pengadaan obat
esensial lainnya. Rendahnya Turnover Ratio (TOR) menunjukkan bahwa modal rumah
sakit tertahan terlalu lama di gudang farmasi, meningkatkan risiko kerusakan obat sebelum
sempat digunakan.
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Optimalisasi Peran Apoteker dalam Mitigasi Risiko

Implementasi PMK Nomor 72 Tahun 2016 telah memberikan kerangka kerja yang
kuat bagi apoteker untuk melakukan manajemen risiko (1). Namun, evaluasi
menunjukkan bahwa banyak apoteker masih terjebak dalam tugas administratif sehingga
fungsi farmasi klinik seperti pemantauan terapi obat (PTO) dan rekonsiliasi obat belum
berjalan optimal (63,6% layanan belum terlaksana di satu studi).. Padahal, kehadiran
apoteker di bangsal perawatan terbukti mampu mendeteksi potensi kesalahan pengobatan
sebelum mencapai pasien. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan manajemen risiko,
penerapan metode FMEA dalam menyusun Risk Register, dan penggunaan Dashboard
Profil Risiko merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan rumah
sakit.

Tahapan Teknis & Non-Teknis Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Pelayanan Farmasi

Tahapan teknis dalam identifikasi risiko pelayanan farmasi dimulai dari pemetaan
proses kerja kefarmasian, meliputi perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, distribusi, dispensing, hingga pemantauan penggunaan obat pada pasien.
Pada setiap tahapan tersebut dilakukan identifikasi potensi risiko seperti kesalahan obat,
kesalahan dosis, kesalahan waktu pemberian, penyimpangan penyimpanan, serta
penggunaan obat berisiko tinggi (high alert medication) (24). Metode yang umum
digunakan antara lain analisis alur proses (flow chart), Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA), serta penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan dampak
yang ditimbulkan(12).

Selanjutnya, pengelolaan risiko teknis dilakukan melalui penetapan pengendalian
risiko, seperti penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelabelan
obat berisiko tinggi, penerapan sistem double check, pemisahan obat dengan tampilan dan
nama yang mirip (LASA), serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem resep
elektronik dan barcode medication administration (25).

Di sisi lain, tahapan non-teknis mencakup penguatan aspek manajerial dan budaya
keselamatan pasien. Hal ini meliputi komitmen pimpinan rumah sakit, pembentukan tim
atau komite keselamatan pasien dan farmasi, peningkatan kompetensi sumber daya
manusia melalui pelatthan manajemen risiko dan keselamatan pasien, serta
pengembangan budaya pelaporan insiden tanpa sanksi (no blame culture). Sistem
pelaporan dan evaluasi insiden pelayanan farmasi, termasuk kejadian nyaris cedera dan
kejadian tidak diharapkan, menjadi dasar dalam perbaikan mutu berkelanjutan (26).

KESIMPULAN

Identifikasi dan pengelolaan risiko pelayanan farmasi di rumah sakit Indonesia
masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah menunjukkan adanya perbaikan
sistem secara bertahap. Tingginya kejadian medication error, terutama pada tahap peresepan
yang pada sistem manual dapat mencapai 88,24%, menunjukkan bahwa pelayanan
farmasi masih rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan dukungan teknologi yang
lebih baik. Penerapan e-prescribing, integrasi sistem informasi rumah sakit, serta penguatan
clinical decision support system (CDSS) menjadi langkah strategis dalam menekan risiko
kesalahan pada tahap awal proses terapi.

Selain risiko klinis, risiko operasional juga menjadi permasalahan yang signifikan.
Tingginya angka stok mati dan obat kedaluwarsa yang ditemukan di berbagai wilayah
menggambarkan kelemahan dalam perencanaan kebutuhan obat. Kondisi ini tidak hanya
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berpotensi mengganggu ketersediaan obat bagi pasien, tetapi juga menimbulkan kerugian
finansial bagi rumah sakit. Oleh karena itu, perencanaan persediaan obat perlu didasarkan
pada analisis pola peresepan berbasis data historis, penerapan metode forecasting, serta
pemantauan indikator seperti Turnover Ratio secara berkala.

Meskipun pengelolaan risiko pelayanan farmasi telah diatur secara jelas dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, keberhasilan penerapannya sangat
dipengaruhi oleh budaya organisasi di rumah sakit. Perubahan dari budaya menyalahkan
(punitive culture) menjadi budaya keselamatan (just culture) yang mendorong pelaporan
insiden secara terbuka merupakan kunci utama dalam meningkatkan mutu pelayanan.
Secara taktis, beberapa langkah konkret yang dapat diterapkan untuk memperkuat mitigasi
risiko pelayanan farmasi antara lain:

1. penerapan sistem double-check berbasis teknologi barcoding untuk memitigasi
kesalahan pada fase dispensing dan persiapan obat;

2. penggunaan barcode medication administration (BCMA) untuk memastikan
kesesuaian pasien, obat, dosis, waktu sebelum pemberian;

3. pemisahan fisik dan pelabelan khusus obat LASA serta high-alert medication dengan
sistem peringatan visual yang jelas;

4. penyesuaian rasio apoteker terhadap beban pasien guna mengurangi work overload
yang berkontribusi pada dispensing error;

5. penerapan audit internal dan 7isk register berbasis metode FMEA secara berkala;
serta

6. penguatan pelatthan manajemen risiko dan keselamatan pasien bagi seluruh tenaga
kefarmasian.

Secara keseluruhan, keberhasilan mitigasi risiko pelayanan farmasi memerlukan
pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teknologi informasi, kecukupan dan
kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal yang kuat, serta
komitmen manajemen dalam membangun sistem pelayanan farmasi yang proaktif,
adaptif, dan berorientasi pada keselamatan pasien secara berkelanjutan.
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